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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan pada Bab-bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan 

belum Oftimal, Hal ini tampak dari fakta bahwa masih cukup banyak Laporan 

dan Praktek Masyarakat terkait Kasus Yang berhubungan dengan Pasal 27 

ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan 

transaksi Elektronik dalam hal ini Pencemaran Nama Baik ataupun 

Penghinaan,  selain itu Kesadaran Hukum masyarakat di Provinsi Gorontalo 

masih Kurang dan Perlu memperoleh pemahaman yang lebih  mendalam 

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi elektronik khususnya Pasal Pencemaran Nama Baik. 

2. Faktor-Faktor yang menghambat Efektivitas Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah 

Faktor Penegak Hukum, Faktor Sosialisasi Hukum, Faktor sarana atau 

fasilitas, Partisipasi Masyarakat , Faktor kebudayaan, Peran Pemerintah 

Daerah 
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3. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di atas mengenai Efektivitas pasal 27 ayat 3 Nomor 19 

tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pengguna Media 

Sosial Facebook Maka Sebaiknya : 

1. Penanaman budaya sadar Hukum Oleh Pihak Penegak Hukum dalam Hal ini 

Polda Gorontalo berkerja sama dengan Pemerintah Daerah kepada Masyarkat 

Gorontalo lebih khusus kepada pengguna aktif Media Sosial agar memahami 

segela ketentuan perundang-undangan dalam Hal ini UU ITE dan mentaatinya 

2. Sebagai Daerah Otonom Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Peraturan 

Daerah sebegai keberlajutan peraturan Perundang-Undangan agar Para 

pengguna media sosial bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial 

mengingat aturan di tingkatan pemerintah daerah telah di berlakukan. 
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